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ABSTRACT

Sukma Ayu, Nurbiah Tahir, dan Nur Khaerah. Analisis Anggaran Responsif
Gender dalam Kebijakan Alokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2023.

In the Regulation of the Minister of Home Affairs Number. No. 15 of 2008 in
article 3 states that one of the objectives of gender mainstreaming is to realize
gender-responsive regional budgets. The health sector is one of the experiments in
implementing gender-responsive budgeting in future health budgets (Hastuti,
2010). In this study, researchers measured gender-responsive government spending
to determine the commitment of the East Luwu Regency government in realizing
gender-responsive budgeting at the Health Office.

The research results indicate that the budget for specific gender needs in the
budget of the East Luwu Health Office has shown an allocation of IDR
6,240,463,000 with six activity items, the budget for gender equality is IDR
995,267,435 with four activity items, and the gender mainstreaming budget shows
an allocation of IDR 5,044,447,000 with two activity items. In this research, it is
expected that the East Luwu District Health Office can prepare a gender budget
statement as a document that contains justice and equality in the planning and
budgeting of health programs. Gender analysis is needed in the planning of health
programs, and it is essential to segregate data in the budget for infectious and non-
communicable disease programs to determine the allocation for those services.
Furthermore, there is a necessity to include the budget for adolescent health in the
standard community service.

Keywords: Analysis, Gender Responsive Budgeting, PUG

v



ABSTRAK

Sukma Ayu, Nurbiah Tahir, dan Nur Khaerah. Analisis Anggaran Responsif
Gender dalam Kebijakan Alokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2023.

Dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 pada pasal 3
menyebutkan bahwa salah satu tujuan Pengarusutamaan gender adalah
mewujudkan anggaran daerah yang responsif gender. Bidang kesehatan menjadi
salah satu percobaan pelaksanaan anggaran responsif gender dalam anggaran
kesehatan kedepannya (Hastuti, 2010). Pada penelitian ini peneliti mengukur
pengeluaran pemerintah yang responsif gender untuk mengetahui komitmen
pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan anggaran yang responsif
gender di Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anggaran
responsif gender dalam kebijakan anggaran kesehatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, analisis dokumen,
wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran untuk kebutuhan spesifik
gender pada anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah
menunjukkan anggaran sebesar Rp 6.240.463.000 dengan enam pos kegiatan,
anggaran untuk kesetaraan gender sebesar Rp 995.267.435 dengan empat pos
kegiatan, dan anggaran pelembagaan gender menunjukkan anggaran Rp
5.044.447.000 dengan 2 pos kegiatan. Pada penelitian ini diharapkan Dinas
Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dapat menyusun gender budget statmen sebagai
dokumen yang berisi keadilan dan kesetaraan dalam perencanaan dan
penganggaran program kesehatan, dibutuhkannya analisis gender dalam
perencanaan program kesehatan, perlunya data terpilah pada anggaran program
penyakit menular dan tidak menular untuk mengetahui jumlah anggaran pada
pelayanan tersebut dan pentingnya anggaran kesehatan remaja dimasukkan
kedalam standar pelayanan masyarakat.

Kata Kunci: Analisis, Anggaran Responsif Gender, PUG
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender berasal dari bahasa latin genus yang berarti jenis atau tipe. Gender
merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan
ataupun laki-laki secara sosial bukan dari kodrat ataupun pemberian Tuhan. Konsep
dasar gender merupakan hasil konstruksi sosial yang diciptakan manusia dan
masyarakatnya, sifatnya tidak tetap, berubah ubah dan dapat dipertukarkan ataupun
dialihkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin
kejenis kelamin yang lain (Prasetyawati, 2018). Gender merupakan perbedaan yang
terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah
lakunya.

Menurut Muhtar bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin.
Sementara Fakih mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada
kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.
Gender adalah perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi, perilaku laki-laki
dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Istilah gender merujuk pada
perbedaan karakter laki-laki dam perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya,
yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan peranannya dalam masyarakat. Laki-
laki dianggap lebih kuat dari perempuan, artinya laki-laki dapat memberikan
perlindungan kepada perempuan, sedangkan perempuan dapat memberikan

kelembutannya kepada laki-laki. Gender dan permasalahan di dalamnya adalah



tentang bagaimana membuat kesetaraan tanpa ada perbedaan, mendapatkan
keadilan dan hak yang sama antara keduanya (fatmariza 2020).

Saat ini Isu-isu tentang gender banyak yang melenceng dari konseptual
gender itu sendiri, sehingga banyak streotip yang bermunculan sehingga
mengakibatkan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender telah menimbulkan
perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Secara historis sangat
terkait dengan dinamika antara laki-laki dan perempuan, terus memunculkan
sejumlah tantangan, baik dari sifat gender maupun fungsinya dalam tatanan sosial
kehidupan. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam situasi kemanusiaan
yang masih ada hanya dapat dijelaskan jika konsep gender dipahami sepenuhnya
(Darsono & Ibrahim, 2014).

Anggaran gender pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 2000 oleh
LSM internasional yang memberikan pelatihan dan sumber daya bagi Non-
Goverment Organization (NGO) di Indonesia untuk melaksanakan penganggaran
gender. Setelah itu, berbagai kegiatan di bawah payung gender telah dilaksanakan
di tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Hal tersebut di buktikan
dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang telah
membuat peraturan yang dapat mendukung alokasi-alokasi anggaran yang
responsif gender. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Penganggaran dalam pembangunan Nasional menginstruksikan pelaksanaan
Pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan



nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta
kewenangan masing-masing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan
atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan
pengarusutamaan gender di daerah. Pada pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun mengenai kebijakan, program, dan
kegiatan melalui penyusunan, perencanaan, dan penganggaran responsif gender
dengan Gender Analysis Pathway (GAP). Penganggaran yang mempertimbangkan
kesetaraan gender dan memastikan bahwa semua kelompok mendapat keuntungan
yang sama dikenal dengan penganggaran responsif gender. Penganggaran responsif
gender dalam industri kesehatan dapat membantu meningkatkan standar pelayanan
kesehatan yang sangat penting bagi masyarakat. Perlunya mempertimbangkan
partisipasi dan kepentingan kelompok gender yang berbeda dalam pengembangan,
implementasi, dan penilaian kebijakan dan program ditekankan oleh pendekatan
responsif gender.

Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran menjadi instrumen kunci
yang dapat merefleksikan komitmen responsif gender. Kabupaten Luwu Timur
merupakan salah satu daerah yang telah memasukkan anggaran responsif gender
dalam pengelolaan anggaran, khususnya di bidang kesehatan, karena merupakan
bagian dari kebijakan pemerintah yang berdedikasi pada pemberdayaan perempuan
dan kesetaraan gender. Penerapan anggaran sangat penting dalam konteks
pengarusutamaan gender di Kabupaten Luwu Timur karena menunjukkan

bagaimana dana dialokasikan untuk berbagai proyek dan inisiatif, termasuk di



bidang kesehatan. Anggaran harus adil dan inklusif selain berhasil dan efisien. Oleh
karena itu, analisis anggaran responsif gender Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu
Timur menjadi sangat penting. Laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan dan
masalah kesehatan yang berbeda merupakan hal yang perlu diingat saat membahas
responsivitas gender dalam anggaran kesehatan. Ketidaksetaraan dalam akses
pelayanan kesehatan berasal dari kebijakan dan inisiatif pemerintah yang gagal
mempertimbangkan gender. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis anggaran
responsif gender Kabupaten Luwu Timur yang diperuntukkan bagi bidang
kesehatan.

Analisis anggaran harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain
penyaluran dana untuk program yang mendukung kesehatan perempuan, promosi
kesehatan perempuan, dan pelatihan bagi tenaga medis dalam memberikan
pelayanan yang responsif gender. Hal ini juga harus mempertimbangkan seberapa
banyak perempuan berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
yang berkaitan dengan anggaran untuk sektor kesehatan. Pemerintah daerah dapat
memastikan bahwa anggaran sektor kesehatan benar-benar mencerminkan
kebutuhan dan ambisi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin,
dengan menerapkan GRB. Berdasarkan hasil latar belakang di atas peneliti tertarik
melakukan penelitian dengan Judul Analisis Anggaran Responsif Gender dalam
Kebijakan Alokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur tahun
2023 dengan menganalisis program-program kerja yang telah dijalankan Dinas
Kesehatan. Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur telah mengeluarkan

peraturan daerah Nomor 307/D-06//VII/ Tahun 2020 tentang pembentukan



kelompok kerja Pengarusutamaan gender hal ini merupakan langkah awal bagi
seluruh organisasi perangkat daerah Luwu Timur untuk mengintegrasikan PUG
dalam pembangunan. Anggaran responsif gender ini sangat penting untuk
diperhitungkan dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Penganggaran yang mempertimbangkan kesetaraan gender dan memastikan bahwa
semua kelompok mendapat keuntungan. Anggaran responsif gender dalam bidang
kesehatan dapat membantu meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang sangat

penting bagi masyarakat.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang akan di
teliti yaitu Menganalisis Anggaran Responsif Gender dalam Kebijakan Alokasi

Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023?

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini Untuk
Mengetahui Anggaran Responsif Gender dalam Kebijakan Alokasi Anggaran di

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian dengan judul Analisis Anggaran Responsif Gender
dalam Kebijakan Alokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023 harapkan bermanfaat :



1. Kegunaan teoritis

a. Kontribusi terhadap pendidikan: Menambah wawasan peneliti dan
kalangan mahasiswa sebagai bahan alternatif dalam penelitian.

b. Kontribusi terhadap pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi, masukan serta rekomendasi untuk evaluasi
penelitian selanjutnya mengenai anggaran responsif gender.

c. Kontribusi terhadap masyarakat: Penelitian ini dapat menjadi informasi
yang bermanfaat dan sebagai pedoman bagi masyarakat mengenai
pentingnya anggaran responsif gender di suatu daerah.

2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan,
pemahaman, dan wawasan penulis maupun pembaca. Selain itu, juga dapat
dijadikan pijakan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

analisis anggaran responsif gender .



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Pada penelitian terdahulu dalam proposal penelitian ini peneliti
menggunakan publish or perish untuk menentukan proyek hasil penelitian

terdahulu yang menampilkan gambar dalam bentuk Visualisasi sebagai berikut.

Gambar 2.1 Network Visualization
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Sumber: Vosviewer Analysis

Vosviewer digunakan untuk menentukan posisi proyek penelitian peneliti.
Dengan kata kunci Budgeting, Responsive Budgeting dan Gender responsive pada

kurun waktu 2013-2023 dengan Overlay Visualization sebagai berikut.



Gambar 2.2 Overlay Visualization
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Sumber: Vosviewer Analysis

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan publish or
perish di temukan 19 artikel jurnal. Dari hasil olahan data Vosviewer di temukan 5
Clusters yang menjadi poin utama yang dijadikan peneliti sebagai penelitian
terdahulu.

Clusters 1 dengan warna merah meliputi 5 items yaitu responsive budgeting
(Salim, 2016), full equality (Khamzina et al., 2020), micro level analysis (Mirwobe,
2013) dan system (Ronolo, 2015).

Clusters 2 dengan warna warna hijau meliputi 4 items yaitu gender responsive
(Siswiraningtyas & Yuhertiana, 2021), participatory budgeting (Affandi et al.,
2023), person (Ferguson, 2015) dan public expenditures equality (Chakraborty,
2014).

Clusters 3 dengan warna biru meliputi 4 items yaitu gender budgeting system
(Sikhosana & Nzewi, 2019), gender responsive budgeting (Mutiarin et al., 2), local

government (Turan & Senturk, 2016) dan role (Yoon & Lee, 2013).



Clusters 4 dengan warna kuning meliputi 3 items yaitu budget (Parlar &
Schreyogg, 2016) , budgeting proses (Irawan et al., 2023) dan eisenhower (Penner,
2014).

Clusters 5 dengan warna unguh meliputi 5 items yaitu grb initiative
(Rajkarnikar, 2019), perspective (Hofdcker & Konig, 2013) dan sustainability
(Yucel & Gulay, 2018).

Selanjutnya dapat di lihat pada cluster 1 responsive budgeting
(Murwendah et al., 2019)

Berdasarkan hasil visualisasi Vosviewer di atas dalam artikel (Salim, 2016)
membahas tentang awal mula Indonesia memulai proses pelembagaan kepedulian
gender melalui instruksi presiden tentang pengarusutamaan gender pada tahun
2000. Selanjutnya dalam artikel (Siswiraningtyas & Yuhertiana, 2021) membahas
penerapan anggaran yang memperhatikan gender memerlukan dukungan kuat dari
pemerintah dan masyarakat. Tantangan dalam pelaksanaannya termasuk kurangnya
dukungan kebijakan, kurangnya komitmen pemerintah, pemahaman yang terbatas
tentang konsep gender, dukungan politik yang minim, dan resistensi terhadap
perubahan. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa strategi yang dapat dilakukan
adalah menetapkan fokus anggaran yang tepat, meningkatkan komunikasi,
memperkuat komitmen, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendirikan
seksi perencanaan dan penganggaran yang khusus, serta membangun kerja sama
dengan lembaga lain, Pada artikel tersebut peneliti menerapkan metode systematic
literature review (SLR). Lebih lanjut di bahas secara mendalam mengenai

Anggaran responsif gender dalam artikel (Khaerah & Mutiarin, 2016) menganalisis
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dan mempelajari bagaimana integrasi anggaran responsif gender dalam APBD,
studi pada anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2014. Metode dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan
wawancara dan dokumentasi.

Peneliti menyimpulkan bahwa saat ini sudah banyak peneliti yang
melakukan penelitian tentang anggaran responsif gender namun pada bidang yang
berbeda. Penelitian sebelumnya lebih cenderung melakukan penelitian di Bidang
pemberdayaan perempuan. Namun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa komitmen pemerintah belum mendukung PUG sehingga anggaran responsif
gender masih belum tercerminkan pada penelitian sebelumnya. Hal ini akan
menjadikan perbandingan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang
dilakukan sehingga terdapat kebaruan penelitian. Penelitian sebelumnya
mengatakan bahwa kurangnya kekuatan hukum pelaksanaan PUG dalam kebijakan
anggaran tidak begitu kuat dan mengikat, komitmen lemah menjadikan isu gender
sebagai prioritas, kendala struktural meliputi penyusun anggaran belum mampu
melakukan analisis gender, dominasi pemangku kebijakan, kinerja belum adil
gender, tidak ada kerjasama dalam penerapan anggaran responsif gender (Hastuti,
2010).

Untuk mengkaji lebih lanjut dalam menemukan novelty (kebaruan) pada
penelitian ini. Perbedaan pada penelitian (Siswiraningtyas & Yuhertiana, 2021) dan
(Salim, 2016), pemerintah Kabupaten Luwu timur telah memiliki kebijakan yang
kuat dan komitmen pemerintah dalam melaksanakan PUG untuk 39 OPD. Pada

penelitian (Khaerah & Mutiarin, 2016) terdapat kesamaan pada grand theory yang
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digunakan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat
dalam lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi di Kabupaten Luwu Timur karena
belum ada yang meneliti dengan lokasi yang sama dan Kabupaten Luwu Timur
merupakan salah satu kabupaten yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Peneliti
tertarik untuk mengkaji lebih mendalam efek dari anggaran ini pada aspek
kesehatan. Penelitian ini perlu dilakukan jadi peneliti tertarik mengambil judul
Analisis Anggaran Responsif Gender dalam Kebijakan Alokasi Anggaran di Dinas
Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 karena peneliti tertarik untuk
mengetahui program kerja yang responsif gender di Dinas Kesehatan Kabupaten
Luwu Timur sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Penelitian ini nantinya akan
berguna sebagai pijakan referensi untuk penelitian selanjutnya, karena ARG sangat

penting di perhitungkan dalam kontes pembangunan.

. Konsep dan Teori Anggaran

1. Anggaran sektor publik

Anggaran adalah alat kebijakan ekonomi pemerintah yang paling penting
untuk mencerminkan prioritas sosial-ekonomi sektor publik. Menurut Harahap
(2001:15) Anggaran adalah konsep yang membantu manajemen, yang larut
dalam fungsi manajemen, membantu, dan memudahkan manajemen dalam
mencapai tujuan. Anggaran pemerintah mencerminkan prioritas untuk
pengeluaran dan keputusan peningkatan pendapatan (Rahmadani & Darmawan,

2020). Anggaran sebagai sebuah kebijakan lebih dari sekedar masalah
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administrasi, yang sering dikombinasikan dengan keahlian akuntansi. Membuat
anggaran melibatkan pengambilan keputusan politik yang didorong oleh
ideologi. pemilihan sikap ideologis dalam hal ini jelas akan menunjukkan arah
kebijakan anggaran, yaitu berpihak pada fungsi anggaran seperti alokasi,

distribusi, dan stabilitas (Farida, 2018).

Menurut Suno Wiyono dalam buku Tata kelola keuangan pemerintahan
(Dewi, 2020) Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara
formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang atau perencanaan
keuangan untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber
suatu organisasi. Anggaran umumnya dibuat dalam jangka pendek yaitu untuk
masa satu tahun, walaupun ada anggaran yang dibuat untuk jangka waktu
menengah 2-3 tahun dan anggaran jangka panjang 3 tahun lebih (Suno, 2005).
Anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai perencanaan dan
pengendalian semua kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan
kegiatan dan satuan uang, yang mencakup pengembangan dan aplikasi dari
tujuan perusahaan, spesifikasi tujuan, pengembangan strategi jangka pendek dan
jangka panjang, pembuatan suatu laporan kinerja periodik dan pengembangan

prosedur tindak lanjut.

Dalam konsep penganggaran, Indonesia telah melakukan reformasi besar-
besaran untuk membuat sistem penganggaran di Indonesia menjadi lebih terpadu
dan harmoni antara jenis belanja. Reformasi ini ditandai dengan terbitnya
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang
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Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah reformasi, penyusunan anggaran
dilakukan secara terpadu (unified budget) dengan pendekatan Penganggaran
Berbasis Kinerja (PBK) melalui perspektif waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Hal
ini diwujudkan melalui Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
Anggaran diperlukan karena suatu masalah Keterbatasan sumber daya (scarcity
of resources), pilihan (choice), dan kondisi perekonomian (trade offs) (Oktaria,

2015).

Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan
pengeluaran dan penerimaan yang terjadi di masa lalu diharapkan akan terjadi
di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu
sebagai acuan penetapan anggaran. Anggaran sektor publik harus dapat
memenuhi kriteria, antara lain: merefleksikan  perubahan prioritas
kebutuhan dan keinginan masyarakat serta menentukan penerimaan
dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah atau pemerintah daerah.
Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut
perkiraan  penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam
satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan

data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu (Biduri, 2018).

Proses penetapan besaran pembiayaan yang dialokasikan untuk setiap
program dan kegiatan dalam satuan moneter yang menggunakan dana publik

berkaitan dengan anggaran pemerintah. Anggaran publik berfungsi sebagai alat
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perencanaan dan pengelolaan. Anggaran sebagai alat perencanaan
mengidentifikasi tujuan-tujuan yang harus dicapai pemerintah, namun anggaran
sebagai alat pengendalian mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang
telah disahkan oleh badan legislatif publik untuk pengeluarannya. Akan
ditentukan apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan dalam
pengendalian pelaksanaan operasional pemerintahan melalui data akun belanja
yang terdapat pada anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah (Sumenge,

2013).

Menurut Haryani Rencana kerja kuantitatif pemerintah yang dikenal
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dinyatakan dalam
satuan moneter. Komponen APBD menunjukkan sumber pendanaan kegiatan
daerah dan belanja pemerintah selama satu (satu) tahun anggaran. APBD dapat
dimanfaatkan sebagai metode untuk menyelenggarakan pelayanan sosial dalam
rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan yang
inklusif, akuntabel, dan nyata di tingkat daerah, dalam jurnal (Dahlena &

Harahap, 2020).

. Anggaran Responsif Gender

Anggaran responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasikan
keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat,
partisipasi, mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta
kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil
pembangunan. Kebijakan Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan salah

satu pendekatan dalam strategi pembangunan di Indonesia yang memberikan
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prioritas utama pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Penerapan
kebijakan ARG menjadi sangat penting pada titik ini karena ARG bertujuan
untuk mengalokasikan anggaran dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat,
khususnya dalam merespons permasalahan yang berkaitan dengan gender. Hal
ini diharapkan dapat memberikan dorongan besar bagi para penyusun anggaran
untuk lebih memahami cara menyusun anggaran yang sesuai dan benar.
Pemahaman yang diberikan oleh para penyusun anggaran ini didasari oleh
kesadaran mereka akan isu-isu gender dan pengalaman yang mereka miliki, serta
dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi yang mereka hadapi (Farida, 2018).
Menurut United Nation Development Fund For Women (UNIFEM) Tahun
2002 dalam (Taneo & Angi, 2022) tujuan anggaran responsif gender adalah:

a. Meningkatkan efek lokasi anggaran pemerintah terhadap perempuan dan
laki-laki , dan agar mencapai target kebijakan penerimaan dan pengeluaran
yang menjadi efektif dalam rangka menghindari kebijakan bias gender yang
tidak diinginkan oleh warga negara;

b. Meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya kebijakan
Gender And Development (GAD) dan upaya mempercepat terwujudnya
kesetaraan dan keadilan gender;

c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam upaya menerjemahkan
program dalam kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui
komitmen anggaran;

d. Mengubah kebijakan anggaran menjadi responsif gender untuk

meningkatkan gender equality.



16

ARG bukanlah anggaran terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan
strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam penganggaran (Gainau,
2018). Oleh karena itu, anggaran ini memberikan peluang besar untuk
mengevaluasi seberapa responsifnya kebijakan pemerintah terhadap gender.
Namun, sebagian besar pemerintah jarang secara eksplisit menyebutkan gender
dalam anggaran dan laporan yang mereka buat dalam bidang ini. Menganalisis
untuk menemukan implikasi gender yang disarankan diperlukan untuk
mengevaluasi responsifitas gender. Salah satu tujuan GRB adalah agar
pemerintah mulai menyusun laporan anggaran yang spesifik gender sehingga
pemerintah dan pihak lain dapat memahami apa yang sedang terjadi (Budlender
2003:49). Pentingnya peran sentral Menteri Keuangan dalam pembahasan siklus
anggaran, karena mercka mempunyai kekuatan politik untuk memberikan
kebijakan terhadap penerapan anggaran responsif gender, maka dari itu
pemerintah melaksanakannya melalui aturan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dan Parlemen sebagai pengambilan inisiatif dalam beberapa

keputusan (Farida, 2018).

Alokasi anggaran responsif gender adalah pengeluaran pemerintah yang
merespon kebutuhan gender yang berdampak pada kesetaraan gender (Mutiarin
et al., 2020). Menurut teori (Budlender 2002:53-54) ada tiga kategori untuk
menilai pengeluaran pemerintah yang responsif gender:

1. Anggaran untuk kebutuhan spesifik gender
2. Anggaran untuk kesetaraan gender

3. Anggaran Pelembagaan gender
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Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak menyatakan bahwa
ARG Tidak hanya fokus pada kebutuhan dasar yang berkaitan dengan
kelangsungan hidup dan biologi, tetapi juga berusaha memenuhi kebutuhan
jangka panjang yang dapat meningkatkan status perempuan dan laki-laki. Upaya
ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara dua jenis kebutuhan tersebut,
terutama dalam konteks kebutuhan jangka panjang (KPPPA, 2012).

Gender Responsive Budgeting (GRB) bukan tentang membagi uang
pemerintah 50-50 antara laki- laki dan anak laki- laki di satu sisi, dan perempuan
dan anak perempuan di sisi lain. Pembagian sederhana 50-50 mungkin terlihat
setara, namun sering kali tidak adil atau tidak adil. Sebaliknya, GRB melihat
seluruh anggaran pemerintah dari perspektif gender untuk menilai bagaimana
anggaran tersebut dapat memenuhi berbagai kebutuhan perempuan dan laki-
laki, anak perempuan dan anak laki- laki, dan kelompok lansia. Misalnya, di
bidang kesehatan, laki- laki dan perempuan mempunyai kebutuhan yang sama
terhadap influenza dan malaria. Namun perempuan mempunyai kebutuhan yang
lebih besar dibandingkan laki- laki dalam hal kesehatan reproduksi (Budlender
2003:7)

GRB adalah strategi yang bertujuan untuk menyediakan alat analisis untuk
memasukkan perspektif gender ke dalam anggaran pemerintah (dengan
penekanan pada belanja publik), untuk mengalokasikan sumber daya pemerintah
secara adil untuk memenuhi berbagai kebutuhan perempuan dan laki-laki, anak

perempuan dan perempuan (Rahmadani & Darmawan, 2020).
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C. Konsep dan Teori Gender

1. Gender
Gender adalah konsep pembeda antara peran dan tanggung jawab laki-

laki dan perempuan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan
dengan baik, terlepas dari jenis kelaminnya. Gender dapat didefinisikan sebagai
keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan
perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan
perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering
didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat. Menurut Muhtar
(2002), bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin. Sementara Fakih
(2008:8) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum
laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.
Pertanyaan mengenai hubungan kekuasaan yang berbasis gender tidaklah
demikian diperhitungkan. Lebih jauh lagi, pemikiran dikotomis ini mengabaikan
cara-cara di mana ketidaksetaraan gender bersinggungan dengan tidaksetaraan
lainnya, misalnya yang terkait dengan kelas, ras, etnis, dan orientasi seksual
(True & Parisi, 2013).

Adanya kebijakan pro-gender salah satunya. Pro-gender mengacu pada
kesadaran akan kesetaraan gender dalam kebijakan (Yeselin & Mar’iyah, 2021).
Dengan kata lain, gender adalah perbedaan sifat, peran, fungsi, dan kedudukan
antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada interaksi sosial budaya
yang dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih luas daripada perbedaan
biologis. Selain sebagai konstruksi sosial budaya yang dapat berubah dari waktu

ke waktu, gender juga bervariasi berdasarkan etnis, usia, tingkat pendidikan, dan
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pendapatan. Analisis gender harus dilakukan sebelum mengembangkan program
dan kegiatan yang responsif gender (Gainau, 2018).

Menurut keadilan gender, untuk mencapai kesetaraan gender, laki-laki dan
perempuan harus memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda yang harus
diakui dan dipenuhi. Agar keadilan gender dapat terwujud, baik laki-laki maupun
perempuan harus diperlakukan sama. berbagai upaya untuk menghilangkan
faktor-faktor yang secara historis dan sosial telah mengecualikan laki-laki dan
perempuan dari kesempatan untuk bertindak dan menikmati hasil dari tindakan
mereka. Kesetaraan gender tidak menekankan kesetaraan gender, tetapi terutama
berkaitan dengan perwujudan hasil kesetaraan gender (Tanjung & Saputra,
2020). Hal tersebut bermakna bahwa konsep gender berkaitan dengan klasifikasi
posisi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial.

2. Perencanaan Responsif Gender (PRG)

Perencanaan responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan,
dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan
aspirasi laki-laki dan perempuan. Anggaran responsif gender adalah anggaran
yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan
dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender. PRG
dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan
perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.
Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan,
permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses

penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan (KPPPA, 2012).
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Anggaran responsif gender adalah anggaran yang memprioritaskan
pembangunan manusia dan mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan
perempuan yang berbeda. Pada kenyataannya, penganggaran responsif gender
dapat menjawab tuntutan berdasarkan demografi pedesaan vs. perkotaan,
kemampuan normal vs. penyandang disabilitas, dan pengelompokan usia (anak-
anak, remaja, dan lansia). Dengan kata lain, tujuan dari ARG adalah untuk
memberi manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan, daripada hanya
berfokus pada pengalokasian anggaran tertentu untuk pengarusutamaan gender
(Oktaria, 2015).

Dalam PUG dibutuhkan PRG untuk menjamin keadilan dan kesetaraan
bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan
manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan
aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki,
baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan ARG, dimana
kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan
yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG yang dimaksudkan untuk
disediakan oleh perencanaan responsif gender, adalah anggaran yang
direncanakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Adapun Penerapan ARG dalam (KPPPA, 2012:9-10) dibagi dalam 3

kategori, yaitu:
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Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang
diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan
atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender,
Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi
masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat
diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan
perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap
sumber daya.

Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran
untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal

pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Sundari, 2006) menjelaskan bahwa suatu anggaran dinyatakan sebagai

anggaran yang responsif gender apabila memenuhi ukuran-ukuran yang dibuat

oleh

The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination

(CEDAW) dan Sustainable Development Goals (SDGs) yang antara lain

adalah :

a. Memprioritaskan pembangunan manusia yang ditandai :

1))

2)

3)

4)

Adanya alokasi yang memadai untuk sektor pendidikan dan kesehatan
dibandingkan dengan sektor lain.

Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi angka kematian bayi
Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi tingginya angka
kematian ibu melahirkan.

Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi gizi buruk.
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5) Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi penyakit menular
(seperti malaria, human Immunodefienciency virus atau HIV,
tuberkulosis atau TBC dan penyakit lainnya.)

6) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan angka partisipasi
sekolah bagi laki-laki maupun perempuan, terutama untuk jenjang

pendidikan SMP ke atas.

. Memprioritaskan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan gender

antara laki-laki dan perempuan yang ditandai :

1) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan tingkat partisipasi
siswa perempuan di semua jenjang pendidikan.

2) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan partisipasi politik
perempuan.

3) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan kapasitas pegawai
perempuan.

4) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.

Memprioritaskan upaya penyediaan pelayanan publik yang berkualitas

bagi masyarakat yang ditandai :

1) Adanya alokasi yang memadai untuk Puskesmas, Posyandu dan
Rumah Sakit.

2) Adanya alokasi yang memadai untuk penyediaan air bersih.

3) Adanya alokasi yang memadai untuk institusi sekolah.
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d. Memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat
yang ditandai :

1) Adanya alokasi yang memadai untuk bantuan modal keluarga miskin
dengan memberikan perhatian khusus pada perempuan kepala
keluarga.

2) Adanya alokasi yang memadai untuk pembinaan ekonomi kerakyatan.

3. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan. Menurut keadilan gender, untuk mencapai
kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan harus memiliki kepentingan dan
kebutuhan yang berbeda yang harus diakui dan dipenuhi. Agar keadilan gender
dapat terwujud, baik laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan sama.
berbagai upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang secara historis dan
sosial telah mengecualikan laki-laki dan perempuan dari kesempatan untuk
bertindak dan menikmati hasil dari tindakan mereka. Kesetaraan gender tidak
menekankan kesetaraan gender, tetapi terutama berkaitan dengan perwujudan

hasil kesetaraan gender (Tanjung & Saputra, 2020).

PUG sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen Pemerintah
dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sejak Tahun 2000
sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000

tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Komitmen tersebut
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secara terus menerus dilakukan pemerintah sebagaimana tertuang dalam
INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan serta
dalam INPRES Nomor 3 Tahun 2020 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan. Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, antara lain
bertujuan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang
Pembangunan di Daerah dan Mewujudkan sistem politik yang demokratis,
pemerintahan yang desetralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta

pemberdayaan masyarakat yang partisipatif (KPPPA, 2012).

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 pada pasal 3 menyebutkan bahwa
salah satu tujuan PUG adalah mewujudkan anggaran daerah responsif gender .
Peraturan menteri keuangan Nomor 104 Tahun 2010 mengatur penerapan
anggaran responsif gender pada tahun anggaran 2011 untuk di uji cobakan
kepada 7 Kementerian atau Lembaga Negara (Gainau, 2018). Departemen
Kesehatan menjadi salah satu pilot project pelaksanaannya. Evaluasi ini akan
menjadi entry point pelaksanaan anggaran responsif gender dalam anggaran
kesehatan kedepannya (Hastuti, 2010). PUG adalah suatu strategi yang
dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan
gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Strategi ini bertujuan
menciptakan kondisi yang adil dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan
dalam hal peluang, partisipasi, kendali, dan manfaat dari pembangunan,
sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan gender. Pelaksanaan PUG dilakukan
melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi,

kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki. Hal
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ini dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
hingga evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam berbagai
bidang pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah (Ardhini &

Alfirdaus, 2022).

D. Kerangka Pikir

Kabupaten Luwu Timur telah menerapkan PUG salah satu indikator
tercapainya PUG yaitu adanya ARG. Berdasarkan teori yang telah di bangun
peneliti menggunakan teori (Budlender et al., 2002) untuk menilai pengeluaran
pemerintah yang merespon kebutuhan gender yang berdampak pada kesetaraan dan
keadilan gender pada bidang kesehatan. Kerangka pikir digunakan sebagai suatu
model konseptual yang digunakan sebagai landasan teori yang berkaitan dengan
studi yang di teliti.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Analisis ARG dalam Kebijakan Alokasi Anggaran di Dinas Kesehatan

v ‘ v

a. Anggaran
pelayanan
kesehatan ibu,
anak dan lansia.

b. Anggaran
program
kesehatan bayi.

c. Anggaran
masalah

kesehatan remaja.

Anggaran kesehatan
lingkungan.
Anggaran program
promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat.
Anggaran program
promosi kesehatan
masyarakat.
Anggaran program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular

Anggaran untuk Anggaran untuk kesetaraan | |Anggaran pelembagaan
kebutuhan spesifik gender gender
gender

a. Program
peningkatan
sumber daya
manusia bidang
kesehatan

b. pemberdayaan
masyarakat di
bidang kesehatan

:

Integrasi ARG dalam Kebijakan Alokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2023
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E. Fokus Penelitian
Berdasarkan kerangka pikir di atas penelitian ini berfokus untuk
menganalisis ARG pada program kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Dengan memastikan seluruh elemen
masyarakat mendapatkan akses dan manfaat kesehatan sehingga tidak ada lagi bias
gender dalam memperoleh sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Kemudian
peneliti akan menganalisis anggaran yang termasuk dalam kategori Anggaran

spesifik gender, Anggaran kesetaraan gender dan Anggaran pelembagaan gender.

F. Deskripsi Fokus
Fokus penelitian merupakan pemuatan konsentrasi terhadap tujuan
penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus di uraikan sesuai dengan
kerangka pikir untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan penelitian
khususnya di bidang kesehatan. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian

yang akan diteliti oleh peneliti.

1. Anggaran untuk kebutuhan spesifik gender adalah anggaran untuk memenuhi
kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki. Dalam anggaran ini cenderung
merujuk pada perempuan mengingat perempuan mempunyai kebutuhan yang
lebih besar dibandingkan laki- laki terutama dalam hal kesehatan reproduksi.
untuk program-program yang secara khusus di targetkan pada perempuan atau
laki-laki. Seperti adanya program yang mendukung kesehatan ibu, anak dan
lansia, anggaran kesehatan bayi dan anggaran pencegahan masalah kesehatan
remaja. Peneliti akan menganalisis program kesehatan yang termasuk dalam

anggaran spesifik gender di Dinas Kesehatan.
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2. Anggaran untuk kesetaraan gender adalah anggaran untuk memenuhi
kebutuhan gender mengingat bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai
kebutuhan yang sama dalam memperoleh akses dan manfaat dibidang
kesehatan. Anggaran ini di tunjukan pada kebutuhan umum perempuan dan
laki-laki. Anggaran ini tidak bersifat spesifik gender dalam hal ini
memperhatikan program-program kesehatan yang merujuk pada kebutuhan
bersama seperti adanya anggaran kesehatan lingkungan, anggaran promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program promosi kesehatan
masyarakat, dan program yang memperhatikan pencegahan dan
penanggulangan penyakit mengingat adanya kebutuhan yang sama antara
perempuan dan laki-laki di bidang kesehatan khususnya di Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu Timur.

3. Anggaran Pelembagaan Gender adalah anggaran yang mengacu pada
penguatan kelembagaan gender di bidang kesehatan. Indikator dari anggaran
ini yaitu adanya alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan kapasitas
sumber daya manusia di bidang kesehatan seperti meningkatkan kemampuan,
pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat
dalam sektor kesehatan. dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
seperti memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada
individu dan kelompok masyarakat sehingga mereka dapat mengambil kontrol
atas faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Program ini
diharapkan mampu mendorong kelembagaan di bidang kesehatan untuk

menciptakan kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama 2 bulan. Lokasi
penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Timur. Adapun alasan pemilihan lokasi
penelitian ini karena Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang
Pemerintahannya  mengatur  tentang  Pembentukan  kelompok  kerja
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan sesuai dengan Surat Keputusan
Bupati Luwu Timur Nomor 307-D 06/VII/2020. Salah satu indikator dari
Pengarusutamaan gender yaitu adanya Anggaran responsif gender untuk
mengetahui lebih jelas terkait bagaimana Anggaran Responsif Gender dalam

Kebijakan Alokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

B. Jenis dan Tipe Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penulisan kualitatif digunakan
untuk mengumpulkan data yang tidak berbentuk angka dan tidak bertujuan untuk
menguraikan pengaruh. Metode in1 melibatkan wawancara, analisis publikasi, dan

dokumen resmi sebagai sumber informasi (Madekhan, 2018).

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian
deskriptif pada penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan
pemahaman dan analisis mendalam tentang Anggaran Responsif Gender Dalam

Kebijakan Alokasi Anggaran di Dinas Kesehatan. Dengan menggunakan metode
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kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara secara mendalam,
analisis dokumen, pengamatan langsung untuk menangkap aspek-aspek subjektif

seperti nilai, sikap, dan kebijakan yang sulit diukur dengan angka.

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini berupa narasi, kutipan,

catatan lapangan, atau dokumen yang relevan dengan objek penelitian.

1. Data primer
Data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti selama proses penelitian.
Data yang diperoleh belum pernah digunakan sebelumnya dan dihasilkan
melalui metode penelitian yang spesifik, seperti wawancara dan pengumpulan
data lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelum
melakukan penelitian, data yang digunakan dalam bentuk jurnal ilmiah, buku,
laporan, data base, atau sumber informasi lainnya yang telah diterbitkan.
Adapun dokumen yang dianalisis oleh peneliti yaitu Dokumen Rencana Kerja,
Dokumen Laporan Akuntabilitas Pemerintah, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran dan Dokumen APBD. Peneliti menggunakan data sekunder untuk
analisis ulang dalam konteks penelitian yang baru agar hasil

penelitian lebih akurat.

C. Informan Penelitian
Informan penelitian adalah subjek dalam penelitian yang di mana data

penelitian dapat diperoleh, informan memiliki pengetahuan luas dan mendalam
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mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang

bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data

penelitian di mana peneliti memilih orang-orang yang dapat dianggap bisa

memberikan informasi yang tepat terhadap penelitian dengan menggunakan Teknik

Perposive sampling yang akan dilakukan yaitu:

Tabel 3.1 Tabel Informan

No. Nama Inisial Unsur/ Jabatan
1. | A.Tulleng, SKM., A.T | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten
M.Kes Luwu Timur

2. | Nursahibah, SKM NS | Kepala Bidang Perencanaan Dinas
Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

3. | Ita Paradipa, SKM IP | UPTD Puskesmas Angkona
Kabupaten Luwu Timur

4. | Nursahruni, A. Md. Keb | NU | UPTD Puskesmas Wotu Kabupaten
Luwu Timur

5. | Muslimin ML | Masyarakat penerima layanan

6. | Arisah AH | Masyarakat penerima layanan

Sumber: Diolah oleh penulis

D. Teknik Pengumpulan Data

1.

Teknik observasi

Teknik observasi ini melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku,
kejadian, atau situasi yang relevan dengan penelitian. Observasi dapat
dilakukan secara partisipatif (peneliti terlibat dalam kegiatan yang diamati)
atau non-partisipatif (peneliti hanya mengamati tanpa terlibat secara langsung).
Studi Literatur dan Dokumen

Penelitian ini akan menggunakan studi literatur dan dokumen dengan

mengumpulkan data dari sumber-sumber yang dapat berupa kutipan,
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informasi penting, temuan penelitian sebelumnya, atau konsep-konsep yang
relevan dan menganalisis berbagai dokumen pelaksanaan kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, khususnya program-program kesehatan
yang berkaitan dengan anggaran responsif gender.
3.  Wawancara
Metode Wawancara Melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan
responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban
secara lisan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui
telepon dan komunikasi online. Wawancara akan dilakukan dengan pejabat di
Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, termasuk petugas yang bertanggung
jawab atas Perencanaan.

4. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumen sebagai sumber data yang mendukung
dari sumber data sebelumnya yaitu wawancara dan observasi. Dapat
dikatakan juga bahwa dokumen merupakan rekaman yang bisa saja bersifat
tulisan dan isinya merupakan peristiwa yang sudah berlalu maupun

berbentuk video.

E. Teknik Pengabsahan Data
Validasi data memastikan bahwa apa yang diamati dan diselidiki penulis
konsisten dengan data aktual dan apa yang sebenarnya terjadi. Peneliti melakukan
ini untuk menjaga dan memastikan bahwa informasi tersebut akurat untuk
pembaca dan subjek penelitian. triangulasi data merupakan teknik pengecekan

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka
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terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi

waktu mengakuratkan penelitian.

1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari
berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen
lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan dengan
cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang
sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari

hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu
Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh
dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar
biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian
kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi,
wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai

mendapatkan data yang kredibel.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif memerlukan konseptualitas yaitu

proses menyusun konsep yang dilakukan sebelum memasuki lapangan. Kemudian
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dilanjutkan dengan kategorisasi dan deskripsi di mana hal ini dilakukan pada saat

berada di lapangan. Maka dari itu peneliti menggunakan Teknik analisis data untuk

mengakuratkan data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi
data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak
perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan

informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau display data juga merupakan tahap dari teknik analisis
data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data
disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan
kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa
berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan
ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan
terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin

mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam
teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap

mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk
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mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan,
atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan

yang ada.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
Dinas Kesehatan terletak di Jalan. Ki Hajar Dewantara, Puncak Indah,
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dinas
Kesehatan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor. 05 Tahun 2003, dengan tugas pokok
membantu Bupati dalam hal melaksanakan upaya pengembangan bidang
secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan pembinaan dan
pengembangan secara berkesinambungan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten
Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang keschatan.
b. Pemberian perizinan dan penyelenggaraan pelayanan umum.
c. Pembinaan teknis dibidang kesehatan.
d. Pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Visi Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju
Berlandas Nilai Agama Dan Budaya.
Misi Meningkatkan Kesejahteraan Dan Taraf Hidup
Masyarakat Secara Menyeluruh
Tujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pembangunan dan
pelayanan kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja
penyelenggaraan urusan perangkat daerah
Indikator Kinerja 1. Angka kematian ibu (AKI)
Utama (IKU) 2. Angka kematian Bayi (AKB)
3. Prevalensi balita pendek (Stunting)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Urusan Kesehatan Persentase capaian kinerja
program perangkat daerah

Sumber: Di olah penulis dari Renstra Dinkes Luwu Timur, tahun 2021-2026

b. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Pada Dinas Kesehatan, maka tugas dan fungsi.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR

__PILKEPALADINAS

[

SEKRETARIS

[ ouemas | BUAAR I

| |
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN A
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
ALFRIDA LEMBANG, SKM
e
| - L

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Gambar 4.1 Struktur organisasi Dinkes Luwu timur
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1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin

dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan

fungsi:

a)

b)

d)

g)

Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan
masyarakat;

Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan
pengendalian penyakit;

Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan
kesehatan;

Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sumber daya
kesehatan;

Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas

dan fungsinya.
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2) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas memimpin
dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan
koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan
kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional
kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris
melaksanakan fungsi:
a) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan
pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian
b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang
perencanaan;
¢) Perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi
kegiatan pada bidang keuangan; dan
d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Adapun bagian-bagian dari Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan
Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian,
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengumpulan
bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data
dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Subbagian Keuangan
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Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian,
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penghimpunan
bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi
penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan,
pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
Subbagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan
dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola
administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala
Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
dibidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin
oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan
dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah,
membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala
Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
dibidang sumber daya kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
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fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional
dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan
fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi
jabatan administrator masing-masing.

Peningkatan mutu kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan
tenaga kesehatan yang memadai. Pada tahun 2016, di Kabupaten Luwu Timur
terdapat 2 unit rumah sakit yakni Rumah Sakit Umum milik Pemerintah
Daerah yang berada di Kecamatan Wotu dan Rumah Sakit PT Vale Tbk yang
berada di Kecamatan Nuha. Di tingkat Kecamatan tersedia 15 Puskesmas,
266 Posyandu, 6 klinik atau balai kesehatan dan 25 apotik yang tersebar di

Kabupaten Luwu Timur.

2. Deskripsi Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender bukan hanya pekerjaan perempuan semata,
melainkan tanggungjawab bersama untuk membangun harmoni dan kesetaraan
di masyarakat. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi
CEDAW tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan. Menindaklanjuti dari ratifikasi CEDAW
dengan dikeluarkannya Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dilanjut dengan Peraturan
Menteri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum
pelaksanaan Pengarusutamaan gender di daerah Pedoman pelaksanaan

Pengarusutamaan gender di daerah adanya Permendagri yang dikeluarkan
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menekan perlunya integrasi prinsip kesetaraan gender dalam seluruh aspek
kebijakan dan program pembangunan di daerah.

Kebijakan selanjutnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Selanjutnya
ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 Tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan gender di daerah,
selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun
2019 tentang pelaksanaan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor
1 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Lebih
lanjut Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Peraturan daerah Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga adanya Surat
Keputusan Bupati Luwu Timur tentang peraturan daerah Nomor 307/D-
06//VIlI/ Tahun 2020 tentang pembentukan kelompok kerja Pengarusutamaan
gender yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
kelompok kerja PUG.

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Kabupaten Luwu Timur dapat
dikatakan ideal karena telah didukung dengan berbagai peraturan perundang-
undangan di daerah, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun
surat keputusan Bupati dan adanya Buku Rencana Aksi PUG Luwu Timur
2021-2026 sehingga mampu mengikat semua pihak untuk mendukung

penyelenggaraan PUG di Kabupaten Luwu Timur. Salah satu faktor pendukung
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pelaksanaan PUG dengan adanya PPRG dalam menyusun program dan

kegiatan yang responsif gender di 39 OPD di Kabupaten Luwu Timur.

B. Hasil Penelitian Tentang Analisis Anggaran Responsif Gender dalam
Kebijakan Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun
2023

Hasil dari penelitian ini berfokus pada analisis anggaran untuk layanan
kesehatan, serta menganalisis program-program kesehatan yang responsif gender
untuk memastikan adanya keadilan gender dalam akses dan manfaat di Dinas
Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Anggaran responsif gender (ARGQG)
merupakan anggaran yang memastikan bahwa adanya kebijakan serta program
kesehatan yang dijalankan dapat memberikan dampak positif secara merata
kepada perempuan dan laki-laki. Indikator utama dari Pengarusutamaan gender
yaitu adanya Perencanaan yang responsif gender sehingga hasil dari perencanaan
tersebut menghasilkan ARG seperti yang di ungkapkan oleh Ketua bidang

perencanaan Dinas Kesehatan Luwu Timur. Berikut kutipan wawancaranya:

“ Di Dinas Kesehatan kami memang menerapkan kegiatan yang berbasis
gender dan kami akan menyusun GBS-nya. Nah untuk penyusunan
anggaran dilakukan oleh tim anggaran, mengenai adanya perbedaan
anggaran antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan anggaran
antara keduanya. Dalam kebijakan anggaran kita hanya mengikut anggaran
yang ada pada standar pelayanan masyarakat (SPM), bisa dilihat dari
program yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan hampir semua program di
sini berbasis gender sisa kita memilahkan saja. Tapi untuk kelompok
tertentu kami menyediakan program khusus seperti program khusus untuk
ibu hamil dan ibu bersalin berarti kegiatan ini spesifik gender untuk
pelayanan kesehatan ibu atau seperti pelayanan kesehatan lansia nah dalam
pelayanan tersebut kita tidak membedakan perempuan dan laki-laki bisa
mendapatkan kesempatan yang sama tapi pada kelompok lansia. Untuk
kebijakan yang responsif gender seperti perda ASI, perda kawasan tanpa
rokok, perda pelayanan kesehatan dan banyak lagi kebijakan yang
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diterbitkan lima tahun terakhir ” (Wawancara bersama NS. Pada 11 Januari
2024).

Dari pertanyaan yang diajukan yaitu apakah Dinas Kesehatan telah
menerapkan program yang responsif gender dan bagaimana penyusunan anggran
terhadap perempuan dan laki-laki, menurut pernyataan informan di atas, peneliti
menemukan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah menerapkan
kegiatan berbasis gender. Dalam kebijakan anggaran tidak ada perbedaan anggaran
antara perempuan dan laki-laki. Semua anggaran mengikut pada SPM yang telah
ditetapkan oleh penyusunan anggaran tetapi untuk kelompok khusus memang
disediakan program tertentu seperti program pelayanan ibu hamil dan lansia.
Adanya kebijakan yang responsif gender seperti Peraturan daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perda Kabupaten
Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan
Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan. Perlunya peraturan daerah sebagai salah satu indikator

capaian PUG di Kabupaten Luwu Timur.

Menanggapi hal tersebut peneliti melakukan analisis anggaran responsif
gender terhadap program-program kesehatan yang telah dijalankan oleh Dinas
Kesehatan dengan hasil penelitian seperti di bawah ini. Adapun pendekatan teori
yang digunakan merujuk pada teori (Budlender et al., 2002) yang mengatakan
bahwa ada 3 indikator yang dapat mengukur pengeluaran pemerintah yang

responsif gender yaitu:
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1. Anggaran Untuk Kebutuhan Spesifik Gender
Anggaran untuk kebutuhan spesifik gender merupakan anggaran yang
merujuk pada kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki. Anggaran ini di
peruntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar gender melalui analisis gender
karena mengingat bahwa adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan dan
laki-laki. Adapun pengklasifikasian anggaran yang spesifik gender dapat
dilihat dari program-program yang telah dijalankan oleh Dinas Kesehatan.
Adapun program spesifik gender mencakup 3 kegiatan yaitu 1) Anggaran
program pelayanan kesehatan ibu, anak dan usia lanjut 2) Anggaran program
kesehatan bayi dan balita dan 3) Anggaran program pencegahan kesehatan
remaja.

a. Anggaran Program Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut.
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan
kegiatan yang fokus pada penguatan pencegahan, pemeliharaan kesehatan
dan peningkatan kualitas perawatan dan memastikan bahwa setiap ibu dan
anak memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan yang
berkualitas. Pada pelayanan usia lanjut merupakan satu upaya yang disusun
untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi mereka yang telah
memasuki usia lanjut, dengan tujuan utama memberikan perhatian khusus
terhadap kebutuhan kesehatan kelompok lansia. Adapun program kegiatan
yang spesifik gender dalam program peningkatan pelayanan kesehatan ibu,

anak dan usia lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah.
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Tabel 4.3

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut
No. Nama Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 363.609.500
2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.333.622.000
3. | Pelayanan Kesehatan Usia 72.630.000

Pendidikan Dasar
4. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia 160.267.500

Lanjut

Total Anggaran 5.930.129.000

Sumber: APBD dan DPA Dinkes Luwu Timur, tahun 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan
anggaran yang spesifik gender sebanyak Rp 5.930.129.000 untuk 4 pos
kegiatan untuk program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan
lansia. Merujuk pada program di atas sangat diperuntukkan apalagi dalam
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dalam mengurangi Angka
kematian ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB) hal tersebut di
pertegas olah  Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
mengenai peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia. Berikut

kutipan wawancaranya:

“Untuk kegiatan pelayanan kesehatan ibu anak dan memang menjadi
salah satu sasaran strategis kami di Dinas Kesehatan khususnya
kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin dalam hal ini untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pentingnya anggaran
yang memadai untuk peningkatan pelayanan dalam konteks
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara
menyeluruh memang sangat dibutuhkan sebagai upaya kami untuk
mencapai Indikator kinerja utama (IKU) kami terutama untuk
mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi.”
(Wawancara bersama A.T pada 8 Januari 2024).
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Dari pernyataan informan di atas sejalan dengan pertanyaan yang
diajukan peneliti yaitu pada anggaran ibu bersalin terdapat anggaran yang
sangat besar dalam pelayanan tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan
bahwa untuk program peningkatan pelayanan kesehatan ibu merupakan
salah satu program yang menjadi sasaran strategi Dinas Kesehatan untuk
mencapai IKU di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Hal ini juga
tertuang dalam isu gender bidang kesehatan Kabupaten Luwu timur.
Peneliti menemukan bahwa perlunya anggaran yang memadai pada
program kesehatan ini agar tidak meningkatnya angka kematian ibu di

Kabupaten Luwu Timur.

Upaya penanganan yang telah di kerahkan oleh Dinas Kesehatan
sebagai bukti bahwa dalam pengurangan kematian ibu memang sangat
diperlukan pelayanan dan penanganan yang sangat memadai. Seperti
adanya Puskesmas di setiap kecamatan, adanya posyandu setiap desa, dan
kader posyandu bagi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang baik
pada masyarakat. Lebih lanjut peneliti juga mewawancarai salah satu

Bidan yang berada di Desa Tabaroge. Berikut kutipan wawancaranya:

“Berbicara tentang pelayanan ini sangat penting kenapa? karena ini
menyangkut nyawa seorang ibu dan calon bayi, jadi kami harus
memberikan pelayanan yang optimal seperti untuk pelayanan ibu hamil
kami mengadakan kelas ibu hamil (bumil), senam bumil, dan
memberikan edukasi tanda-tanda bahaya bumil, kita juga memberikan
tablet penambah darah setiap kunjungan bumil, kami juga memberikan
edukasi tentang makanan yang harus di komsumsi oleh bumil, kami
memberikan edukasi kepada bumil agar kesehatan ibu dan
kandungannya terjaga sehingga menghindari hal-hal yang tidak di
inginkan. (Wawancara bersama NU. Pada 5 Februari 2024).
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Berdasarkan wawancara di atas informan menyatakan bahwa
pelayanan kesehatan ibu hamil memang sangat diperlukan sebagai upaya
untuk menjaga kesehatan ibu dan calon bayi berbagai edukasi di berikan
agar kesehatan ibu dan calon bayi juga terjaga hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi risiko tanda-tanda kehamilan yang berbahaya. Selanjutnya
wawancara dengan informan yang sama mengenai pelayanan ibu bersalin.

Berikut kutipan wawancaranya:

Kalau untuk pelayanan ibu bersalin kami mengedukasi tanda-tanda
akan melahirkan, cara mengatur nafas dan mengejan semua itu kami
berikan agar saat proses persalinan ibu tidak panik apalagi bagi orang
yang pertama kali melahirkan pasti memiliki rasa takut. Semua ini
kami berikan agar bayi dapat keluar dengan baik untuk menghindari
hal-hal yang tidak diinginkan (kematian ibu atau kematian bayi).
Setelah proses persalinan biasanya ada ibu yang tidak mau keluar air
susunya nah di situ kami juga mengedukasi lagi untuk perawatan payu
darah sepertt memakan serat/ sayuran yang bisa memperlancar air
susu ibu, tidak boleh melakukan aktivitas berat setelah proses
melahirkan dan masa nifas. Makanya kenapa dikatakan sangat penting
karena mulai ibu mengandung kesehatan semuanya dimulai dari situ,
apabila selama proses kehamilan ibu menjaga pola makan, rajin
memeriksakan kesehatan itu semua untuk anaknya dimasa depan,
seperti stunting itu biasa terjadi karena saat di kandungan sang bayi
tidak mendapatkan gizi yang cukup sehingga saat proses kelahiran itu
timbangan anaknya itu di bawah timbangan normal pada umumnya.
(Wawancara bersama NU. Pada 5 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas sejalan dengan dapat pertanyaan
yang diajukan tentang pelayanan apa saja yang diberikan oleh tenaga
kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu peneliti menyimpulkan bahwa
pelayanan untuk ibu bersalin sangat penting dengan memberikan beberapa
edukasi yang diberikan seperti cara mengatur nafas dan mengejan, edukasi
ini di berikan agar pada saat proses melahirkan ibu tidak panik terutama bagi

ibu yang pertama kali melahirkan edukasi ini sangat penting karena
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banyaknya kematian ibu saat proses persalinan, hal ini merupakan hal yang
sangat di hindari sehingga perlunya pelayanan yang sangat memadai. Lebih
lanjut informan mengatakan bahwa setelah proses persalinan mereka juga
memberikan perawatan payu darah karena biasanya ada seorang ibu yang
air susunya tidak keluar atau tidak lancar, perlunya komsumsi sayur-sayuran
yang tinggi serat dan protein yang cukup agar kebutuhan gizi bayi terpenuhi.
Hal tersebut juga merupakan salah satu cara agar bayi tidak terkena stunting,
pada dasarnya bayi yang terkena stunting karena tidak tercukupinya gizi

pada bayi dan semua berawal dari pola makan ibu saat kehamilan.

Jumlah kasus kematian Ibu juga merupakan salah satu indikator utama
yang berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku sehat,
status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan
kesehatan waktu melahirkan dan ketika masa nifas. Beberapa determinan
penting yang mempengaruhi kasus kematian ibu secara langsung antara lain
status gizi dan anemia pada kehamilan. Selain itu tingkat pendidikan ibu,
kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga dan pola
kerja rumah tangga. Informasi mengenai jumlah kasus kematian ibu
bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan
reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang
aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan
jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem

rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan
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suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk

mengurangi AKI dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Untuk mengukur keberhasilan dari program pelayanan kesehatan ibu
dengan melihat apakah dalam kurung satu tahun AKI menurun atau malah
meningkat berikut grafik yang menunjukkan angka kematian ibu dari tahun

2018-2022.

. Grafik 4.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

Sumber: Lakip Dinkes Luwu Timur, tahun 2022

Dari grafik dapat di jelaskan bahwa Angka Kematian Ibu di
Kabupaten Luwu Timur berfluktuatif, tahun 2018 yaitu 87,35 per 100.000
Kelahiran Hidup (5 kasus), tahun 2019 meningkat menjadi 142,67 per
100.000 Kelahiran Hidup (8 kasus), tahun 2020 menurun menjadi 108,74
per 100.000 Kelahiran Hidup (6 kasus) dan di tahun 2021 kembali
meningkat menjadi 147,09 per 100.000 Kelahiran Hidup (8 kasus), dan

tahun 2022 kembali menurun menjadi 133,31 per 100.000 Kelahiran Hidup
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(7 kasus). Dan jika dibandingkan dengan target nasional maka angka
kematian ibu di Kabupaten Luwu Timur masih di bawah target nasional

yaitu 207 per 100.000 KH.

Dalam isu strategis gender di bidang kesehatan kasus kematian ibu di
Kabupaten Luwu Timur masih tinggi sehingga adanya rencana aksi PUG
bidang kesehatan diharapkan mampu untuk mengurangi kematian ibu hamil
dalam pemeriksaan peran bidan desa, petugas puskesmas dan Kader
posyandu dan meningkatkan pelayanan penanganan ibu hamil risiko tinggi
di puskesmas maupun di rumah sakit. Hal ini sejalan dengan wawancara
dari dua informan perlunya pelayanan yang memadai pada kesehatan ibu
sebagai salah satu bentuk pemerintah dalam mengurangi risiko kematian
pada ibu hamil dan bersalin. Isu strategis bidang kesehatan yang tertuang
dalam rencana aksi PUG yaitu masih tingginya angka kematian bayi, dalam
mengurangi kematian bayi dan balita Pemerintah Kabupaten Luwu melalui
rencana aksinya yaitu peningkatan mutu pelayanan kesehatan, status gizi
masyarakat, peran serta masyarakat, dan manajemen kesehatan sebagai

bentuk pemerintah dalam menanggapi Isu strategis bidang kesehatan.

Untuk mengetahui pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adapun
wawancara dengan informan yang sama untuk pelayanan kesehatan usia

pendidikan dasar. Berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk pelayanan kesehatan wusia pendidikan dasar kami
memberikan obat cacing enam bulan sekali untuk menghindari
cacingan pada anak apalagi anak SD kalau sudah main lupa cuci
tangan langsung makan kerupuk di situ berisiko terkena cacingan
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adanya pemberian obat cacing ini sebagai upaya untuk menghindari
cacingan pada anak dan juga pemeriksaan gigi pada anak mengingat
banyaknya kerusakan gigi pada anak karena kebiasaan
mengomsumsi  gula-gula atau malas sikat gigi sehingga
menyebabkan kondisi gigi berulat pada anak”.(Wawancara bersama
NU. Pada 5 Februari 2024).

Kesimpulan pada wawancara dengan informan di atas yaitu
pentingnya kesehatan usia pendidikan dasar untuk menghindari cacingan
pada anak dengan memberikan obat cacing enam bulan sekali dan
pemeriksaan gigi, hal ini dilakukan agar anak menjaga kesehatan tubuhnya
sehingga terhindar dari penyakit. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan
peneliti tentang bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan yaitu
pemberian edukasi dan pemeriksaan gigi sebagai salah satu cara untuk
mengantisipasi kerusakan dan maslah gigi pada anak serta pemberian obat
cacing untuk menghindari risiko masalah kesehatan pada anak. Pertanyaan
ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan, mengenai
pelayanan kesehatan apa saja yang diberikan kepada anak usia pendidikan
dasar. Untuk menganalisis lebih lanjut terkait pelayanan kesehatan pada usia
lanjut peneliti juga mewawancarai masyarakat yang menerima pelayanan

tersebut, berikut kutipan wawancaranya:

“Setiap tanggal 23 itu ada pemeriksaan tekanan darah di kantor desa
biasa juga ada pemeriksaan gula darah sama asam urat dan kolestrol
pemeriksaan begini sangat kami butuhkan bagi yang memasuki usia
lanjut meskipun sekali sebulan setidaknya ditau berapa lagi tekanan
darahku apakah setiap bulannya naik atau turun, tapi begitumi
kadang obat di kasih kadang juga tidak ada biasa juga resep obat ji
dikasih”. (Wawancara bersama, ML. Pada 3 Februari 2024.)

Kesimpulan pada wawancara dengan informan di atas bahwa untuk

pelayanan kesehatan pada usia lanjut ada beberapa pemeriksaan seperti
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pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, asam urat dan juga
kolestrol. Dalam wawancara di atas informan mengatakan bahwa
pelayanan untuk kelompok lansia memang sangat diperlukan meskipun
pemberian obat kadang tidak di berikan tetapi mereka di berikan resep
obat. Pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu untuk kesehatan lansia
pelayanan apa yang bapak dapatkan saat memeriksakan kesehatan di Desa

Tabaroge.

b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Balita
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita
merupakan komitmen utama dalam membentuk fondasi kehidupan yang
sehat dan berkualitas. langkah ini sangat penting dalam membentuk generasi
yang kuat, cerdas, dan memiliki potensi untuk mencapai puncak prestasi
dikemudian hari. Melalui upaya ini diharapkan untuk mewujudkan harapan
bahwa setiap anak dapat tumbuh dengan penuh kebahagiaan, kesehatan, dan
kesempatan yang setara dalam menjalani kehidupan mereka. Adapun
kegiatan yang spesifik gender dalam program peningkatan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir dan balita dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.4

Program peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita

No. Nama Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
1. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 159.511.000
Lahir
2. | Pelayanan Kesehatan Balita 150.823.000
Total Anggaran 310.334.000

Sumber: APBD dan DPA Dinkes Luwu Timur, tahun 2023
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Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan
anggaran yang spesifik gender sebanyak Rp 310.334.000 untuk 2 pos
kegiatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita. Adapun
tanggapan Sekretaris Dinas mengenai Program peningkatan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir dan balita . Berikut kutipan wawancaranya:

”Untuk kegiatan ini saya rasa sama dengan kegiatan untuk pelayanan
kesehatan ibu dan anak, merujuk pada Indikator IKU kami pada
bagian ketiga yaitu prevalensi balita pendek atau stunting. Perlunya
pelayanan kesehatan bayi semenjak lahir merupakan langkah awal
untuk mencegah permasalahan kesehatan pada balita yaitu stunting”.
(Wawancara bersama A.T pada 8 Januari 2024).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa
untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita sangat diperlukan
karena adanya kegiatan ini di harapkan untuk mengurangi prevalensi balita
stunting agar IKU di Dinas Kesehatan tercapai. Selanjutnya peneliti juga
mewawancarai masyarakat yang berada di Kabupaten Luwu Timur sebagai
penerima layanan kesehatan ibu dan anak untuk mengetahui sejauh mana
program ini melibatkan masyarakat. Berikut kutipan wawancaranya:

“Di sini (Desa Tabaroge) dari bayi sampai balita mendapatkan
pelayanan kesehatan mulai dari imunisasi sampai pemberian vitamin,
seperti anakku dila setiap tanggal 23 ada pemeriksaan kesehatan di
posyandu selalu kubawa periksa supaya kutau bagaimana
perkembangannya, mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan,
pengukuran ukuran kepala banyak sebenarnya. Anakku itu berisiko
stunting karena berat badanya di bawah rata-rata berat badan anak usia
2 tahun ada beberapa juga anak-anak di sini yang berisiko stunting,
makanya anakku itu dapat lagi pemberian makanan tambahan
(PMT)selama tiga bulan kalau tidak salah dari bulan sebelas tahun
lalu. Biasa juga ada pemberian buah untuk balita. Ada juga dari
basarnas pemberian telur dua rak dan susu 6 dos diberikan tiga bulan
sekali”. (Wawancara bersama AH Pada 4 Januari 2024).

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwa untuk pelayanan bayi

baru lahir dan kesehatan balita di dukung dengan pelayanan yang memadai



55

seperti imunisasi dan pemberian vitamin hal ini diberikan agar menghindari
stunting pada anak, serta PMT pada anak yang berisiko terkena stunting.
Apabila analisis lebih mendalam informan mengatakan bahwa adanya
bantuan telur dan susu oleh Basarnas menurut informasi yang di dapat dalam
percepatan penurunan stunting adalah dengan meningkatkan koordinasi
lintas sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Basarnas juga berperan
sebagai tim penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Luwu
Timur.

Dari kedua hasil wawancara di atas yang merujuk pertanyaan tentang
pelayanan apa saja yang diberikan dan seberapa penting pelayanan
kesehatan bayi baru lahir dan balita dalam pemenuhan standar pelayanan
kesehatan peneliti menyimpulkan bahwa pada Program peningkatan
pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita masyarakat telah merasakan
dampak positif yang dihasilkan dari program tersebut untuk mengurangi
pravelensi balita pendek (Stunting) memang dimulai sejak anak itu lahir
dengan memperhatikan kesehatan kandungan. Stunting itu sendiri terjadi
karena masalah asupan gizi dalam jangka waktu yang lama dan tidak sesuai
dengan kebutuhan gizi seimbang. Kondisi ini terjadi sejak mulai dari
kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Selain
pertumbuhan terhambat stunting juga berdampak pada perkembangan otak
yang tidak maksimal. Menurunnya angka stunting ini merupakan salah satu

keberhasilan dari Dinas Kesehatan dalam mencapai IKU Dinas Kesehatan
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Kabupaten Luwu Timur. Berikut grafik Prevalensi Balita Pendek (Stunting)
di Kabupaten Luwu Timur.

Grafik 4.2 Prevalensi Balita Pendek (Stunting)

Sumber: Dinkes Luwu Timur, tahun 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa usaha untuk menurun prevalensi
stunting menunjukkan ada kemajuan hal ini dapat dilihat pada grafik di
mana dari tahun 2018 sampai dengan 2022 prevalensi stunting semakin
menurun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Timur
mampu menurunkan angka stunting. Salah satu upaya yang dilakukan dalam
rangka percepatan penurunan stunting adalah dengan meningkatkan
koordinasi lintas sektor OPD selaku tim penanggulangan dan pencegahan
stunting. Serta bimbingan kepada kader posyandu sebagai organisasi
kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut dalam
pembangunan Indonesia. Di kabupaten Luwu Timur optimalisasi peran TP-
PKK dalam penanggulangan stunting, pernikahan dini dan tata kelola
DASAWISMA yang merupakan salah satu bentuk pemerintah untuk
memantau sekaligus membantu mengantisipasi timbulnya penyakit yang

membahayakan keluarga, terutama anak-anak.
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Isu strategis gender di bidang kesehatan yaitu masih belum
maksimalnya pelayanan kesehatan terhadap penduduk atau warga negara
usia lanjut, berdasarkan wawancara pemberian obat bagi lansia tidak
selamanya ada dan biasanya hanya resep obat yang diberikan. Sehingga
rencana aksi PUG di bidang kesehatan yaitu meningkatkan mutu pelayanan
terhadap usia lanjut melalui peningkatan kesehatan, pencegahan,
pengobatan dan pemulihan baik di puskesmas pembantu, puskesmas dan

rumah sakit.

c. Anggaran Program Kesehatan Remaja

Program kesehatan remaja adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mempromosikan kesehatan dan mencegah masalah kesehatan pada populasi
remaja. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman,
keterampilan, dan dukungan yang diperlukan bagi remaja untuk menjalani
gaya hidup yang sehat, serta mencegah risiko kesehatan yang mungkin
mereka hadapi di usia remaja. Namun pada tahun anggaran 2023 tidak
ditemukan anggaran yang merujuk pada kegiatan tersebut, berdasarkan
Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
program pencegahan kesehatan remaja tidak dimasukkan dalam standar
pelayanan minimal. Lebih lanjut pada tahun 2020 terdapat anggaran untuk
Pelayanan kesehatan anak dan remaja sebesar Rp 11. 355.000. Adapun
program peningkatan penanggulangan PMS termasuk HIV/AIDS terdapat
pada tahun 2017 menunjukkan anggaran Rp 45.811.850 pada tahun 2018 Rp

57.300.000 dan tahun 2019 Rp 55.095.000.
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Pentingnya anggaran untuk program kesehatan remaja sangat
diperlukan untuk mempromosikan kesehatan fisik, mental, dan sosial
remaja, serta mencegah perilaku berisiko dan masalah kesehatan yang dapat
mempengaruhi masa depan. Adapun edukasi yang di perlukan tentang
kesehatan reproduksi dan seksualitas, termasuk edukasi mengenai
kontrasepsi, perlindungan dari penyakit menular seksual (PMS),
pencegahan narkoba dan pentingnya hubungan yang sehat. Pentingnya
program kesehatan remaja ini diharapkan mampu mendorong remaja untuk
menjalani gaya hidup schat melalui kebiasaan positif, memberikan
pemahaman menstruasi, kehamilan dan perawatan reproduksi bagi
perempuan serta layanan kesehatan mental seperti manajemen stres,
kecemasan dan depresi.

2. Anggaran Untuk Kesetaraan Gender

Anggaran Kesetaraan Gender merupakan anggaran yang merujuk pada
kebutuhan umum perempuan dan laki-laki. Anggaran ini bersifat netral karena
memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki. Adapun pengklasifikasian
anggaran kesetaraan gender dapat dilihat dari program-program yang telah di
jalankan oleh Dinas Kesehatan. Adapun program kesetaraan gender mencakup
4 kegiatan yaitu: 1) Anggaran program upaya kesehatan masyarakat, 2)
Anggaran program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 3)
Anggaran program perbaikan gizi masyarakat, dan 4) Anggaran program

pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
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Program Kesehatan Lingkungan

Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat bertujuan untuk
memastikan bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat dipenuhi dengan
baik, baik dari segi pencegahan penyakit maupun akses layanan kesehatan.
Adanya Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat memastikan
bahwa program-program kesehatan masyarakat dapat berjalan secara
berkelanjutan melalui perencanaan yang baik dan keterlibatan masyarakat
yang berkesinambungan. Adapun kegiatan yang kesetaraan gender pada

program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel

di bawah.
Tabel 4.5
Program Kesehatan Lingkungan
No. Nama Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
1. | Pelayanan Kesehatan Lingkungan 190.668.000
Total Anggaran 190.668.000

Sumber: APBD dan DPA Dinkes Luwu Timur, tahun 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan
anggaran sebanyak Rp 190.668.000 untuk 1 pos kegiatan kesetaraan
gender pada Program peningkatan pemenuhan upaya kesehatan
masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana Program pemenuhan upaya
kesehatan masyarakat ini di terapkan di masyarakat peneliti
mewawancarai informan di UPTD Puskesmas Kecamatan Angkona

Kabupaten Luwu Timur,. Berikut kutipan wawancaranya:

“ Dalam program upaya kesehatan masyarakat itu banyak layanannya
seperti sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) disitu lagi ada lima
pilar seperti stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai
sabun, pengolahan air minum dan makanan yang benar, pengelolaan
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sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair. Ada juga pengawasan
depot air, pengawasan tempat warung makan dan banyak lagi.
Program ini sangat penting karena semuanya berawal dari lingkungan,
kalau lingkungan sekitar ta bersih pasti pola hidup ta juga bersih dan
tidak akan mudah terserang penyakit yang berbasis lingkungan seperti
diare, demam berdarah, gatal-gatal dan malaria.” (Wawancara
bersama I.P. Pada 4 Februari 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program ini
juga sangat penting karena awal dari kesehatan berada pada kebersihan
dengan menjaga kebersihan lingkungan kita juga akan menerapkan pola
hidup sehat sehingga kita tidak mudah terserang penyakit yang berbasis

lingkungan seperti diare, demam berdarah, gatal-gatal dan malaria.

Pada sub bagian pertama program kesehatan lingkungan sejalan
dengan pertanyaan penelitian yaitu bentuk pelayanan apa saja yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan khususnya di Puskesmas Angkona
merupakan program yang dibutuhkan masyarakat seperti STBM dengan
lima pilar kesehatan sangat memperhatikan kesehatan lingkungan baik
dari segi perorangan dan kelompok. Untuk melihat kondisi kesehatan
masyarakat peneliti melihat fakta di lapangan masih banyak masyarakat
yang hanya menganggap remeh kebersihan lingkungan. Seperti
menumpuk sampah di samping rumah, namun mereka tidak menyadari
bahwa dari tumpukan sampah tersebut dapat menyebabkan berkumpulnya

jentik nyamuk yang akan membuat nyamuk berkembang biak.



61

b. Anggaran Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan,
meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, dan memberdayakan
individu untuk mengambil tanggung jawab atas kesehatan pribadi dan
komunitas. Adanya program ini mendorong perubahan perilaku positif
dalam masyarakat, memberikan informasi yang akurat, serta membangun
kesadaran akan pentingnya perilaku gaya hidup sehat sebagai investasi
jangka panjang untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Adapun program
kegiatan yang kesetaraan gender pada promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.6
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
No. Nama Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
1. | Pelayanan Promosi Kesehatan dan 171.561.000
Pemberdayaan Masyarakat
Total Anggaran 171.561.000

Sumber: APBD dan DPA Dinkes Luwu Timur, Tahun 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan
anggaran sebanyak Rp 171.561.000 untuk 1 pos Anggaran kesetaraan
gender pada program promosi kesehatan. Untuk mengetahui sejauh mana
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ini di terapkan
di masyarakat peneliti mewawancarai Informan di UPTD Puskesmas

Angkona Kabupaten Luwu Timur, berikut kutipan wawancaranya:
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“ Untuk kegiatan Promkes ada edukasi kesehatan ke masyarakat, ada
juga Desa siaga, ada Usaha kesehatan sekolah (UKS) dan Usaha
kesehatan gigi sekolah (UKGS), Upaya kesehatan bersumberdaya
masyarakat (UKBM) dan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
serta Gerakan masyarakat sehat (GERMAS). Adanya kegiatan ini
diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung
kesehatan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, dan
memberdayakan individu untuk mengambil tanggung jawab besar
untuk kesehatannya dimasa yang akan datang. Seperti desa siaga
sangat diperlukan edukasi tentang itu apalagi di sini biasa rawan
longsor jadi masyarakat diberikan pemahaman bahwa langkah-
langkah ini yang dilakukan apabila ada tanda-tanda bencana muncul”.
(Wawancara bersama, [.P. Pada 4 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya Program
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat
menciptakan lingkungan yang sehat dan memberdayakan individu untuk
mengambil tanggung jawab besar di masa yang akan datang dan
mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan kesehatan individu maupun

kelompok.

Pada sub bagian kedua sejalan dengan pertanyaan yang diajukan
peneliti yaitu bentuk pelayanan apa yang diberikan pada program promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk pelayanan yang
diberikan lebih mengarah pada bentuk edukasi dan penyebaran Pamflet
yang berisi tentang informasi kesehatan seperti UKS,UKGS, UKBM,
PBHS dan GERMAS pelayanan ini selain sebagai bagian dari promosi
kesehatan juga sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat untuk
memulai hidup yang lebih sehat. Kementerian kesehatan sebagai
penyelenggara urusan pemerintah bidang kesehatan dan menaungi Dinas

Kesehatan, Puskesmas, Posyandu dan semua bidang yang terkait
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kesehatan, sehingga dapat dipastikan bahwa penyebaran Pamflet
kesehatan sebagai bentuk promosi dan pemberdayaan untuk masyarakat

dalam menjalani hidup sehat.

Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat merupakan kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat secara
keseluruhan. Salah satu program perbaikan gizi yaitu adanya penyuluhan
gizi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya
pola makan seimbang, nilai gizi, dan dampak kesehatan dari kebiasaan
makan yang tidak sehat. Adapun kegiatan yang kesetaraan gender pada

program perbaikan gizi dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.7
Program perbaikan gizi masyarakat
No. Nama Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
1. | Pelayanan kesehatan gizi masyarakat 253.126.435
Total Anggaran 253.126.435

Sumber: APBD dan DPA Dinkes Luwu Timur, tahun 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan anggaran
sebanyak Rp 253.126.435 untuk 1 pos Anggaran kesetaraan gender pada
program perbaikan gizi masyarakat. Pentingnya pelayanan ini agar
masyarakat dapat menjaga pola hidup sehat hal ini sejalan dengan

wawancara bersama informan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau pelayanan gizi masyarakat seperti penyuluhan dan workshop
untuk memberikan informasi tentang makanan sehat, kebutuhan gizi,
dan cara mempersiapkan makanan yang bergizi kepada masyarakat.
Adanya posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dan gizi
masyarakat, dengan fokus pada ibu hamil, balita, dan keluarga. Untuk
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pelayanan kesehatan gizi ini contoh kepada balita, adanya balita yang
kekurangan gizi menyebabkan salah satu risiko terkena stunting tidak
hanya balita seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan ini
untuk memperbaiki masalah kesehatan”. (Wawancara bersama, I.P.
Pada 4 Februari 2024).

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa untuk
pelayanan gizi sangat diperlukan dukungan dan perawatan kepada
masyarakat yang mengalami masalah gizi, seperti kurang gizi atau obesitas.
Hal ini bisa melibatkan seperti pemberian suplemen gizi, konseling gizi,
atau program pengelolaan berat badan untuk mencapai tingkat gizi yang
optimal dalam masyarakat dan mencegah terjadinya masalah kesehatan

yang dapat diakibatkan oleh kekurangan atau kelebihan gizi.

Pada sub bagian ketiga pada program Kesehatan Gizi sejalan dengan
pertanyaan peneliti dengan yaitu bentuk pelayanan apa saja yang di berikan
pada program ini yaitu kesehatan gizi diperuntukkan bagi seluruh golongan
usia atau bersifat umum, awal mula kesehatan pada masyarakat yaitu
pemenuhan gizi yang cukup, dan dimulai saat kita dikandung sampai lahir
di dunia. Gizi yang baik dan terpenuhi bagi tubuh akan membawa kita pada
hidup yang sehat. Apabila menganalisis lebih mendalam wawancara di atas
yang mengatakan bahwa pelayanan ini sangat di perlukan untuk balita agar
tidak terkena stunting sejalan dengan wawancara bersama informan di
bagian pelayanan kesehatan bayi, hal ini membuktikan bahwa komitmen
pemerintah dalam menurunkan stunting sangat diperhatikan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
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d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit adalah program
yang dirancang untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit dan
mengurangi dampak kesehatan masyarakat program ini sangat penting
dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit
yang dapat memengaruhi banyak orang. Adapun kegiatan yang kesetaraan
gender pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
No. Nama Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
1. | Pelayanan Kesehatan Penyakit 339.912.000
Menular dan Tidak Menular
Total Anggaran 339.912.000

Sumber: APBD dan DPA Dinkes Luwu Timur, Tahun 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan
anggaran sebanyak Rp 339.912.000 untuk 1 pos kegiatan kesetaraan gender
pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Program ini
memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga
kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat berdampak buruk
kepada banyak orang. Hal ini sejalan dengan wawancara bersama informan.

Berikut kutipan wawancaranya:

“Pada program ini banyak sekali pelayanan di dalamnya seperti pada
pelayanan penyakit menular ada (Influenza, malaria, tbc, hiv dan
banyak lagi) untuk pelayanan seperti ini kami akan mengecek
kesehatan tubuh masyarakat yang terdampak memberikan obat atau
resep dan selalu mengingatkan untuk menjaga pola hidup sehat.
Sedangkan untuk penyakit tidak menular itu (Hipertensi, diabetes
melitus, obesitas, dan banyak lagi) seperti pada penderita hipertensi
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kami memberikan edukasi atau peringatan untuk tidak mengomsumsi
garam dengan jumlah yang banyak membatasi konsumsi makanan
tinggi kolesterol seperti daging merah berlemak dan daging olahan.
Kami juga selalu memberikan edukasi kepada masyarakat apabila
merasa kesehatannya terganggu segera memeriksakan diri sebagai
langkah awal masyarakat untuk menghindari masalah kesehatan”.
(Wawancara bersama, I.P. Pada 4 Februari 2024).

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa
pentingnya Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
untuk pemenuhan kesehatan masyarakat serta edukasi yang diberikan
sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat untuk mengambil langah

awal dalam menghindari masalah keschatan.

Pada sub bagian keempat sejalan dengan pertanyaan yang diajukan
peneliti mengenai bentuk pelayanan pada program pencegahan dan
penanggulangan penyakit. Bentuk pelayanan yang diberikan seperti
pelayanan untuk penyakit menular dan tidak menular, pemberian resep obat
bagi masyarakat yang terkena masalah kesehatan serta edukasi yang
diberikan sebagai bentuk pengingat kepada masyarakat agar selalu menjaga

kesehatan dan tidak mengonsumsi makanan dengan berlebihan.

Dari hasil analisis wawancara peneliti untuk program yang mengarah
pada anggaran kesetaraan gender pada empat sub bagian indikator di atas
dapat dikatakan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan umum gender ini
sangat diperlukan dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Program
kesehatan ini sangat dibutuhkan sebagai bentuk komitmen pemerintah
dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan.

Berbagai bentuk program yang dilakukan agar masyarakat selalu



67

memperhatikan kesehatan. Memulai hidup sehat dengan memperbaiki pola
makan, memperhatikan kebersihan lingkungan, dan mengantisipasi gejala-

gejala yang berdampak buruk pada kesehatan.

3. Anggaran Pelembagaan Gender

Anggaran ini merupakan anggaran yang mengacu pada penguatan
kelembagaan gender di bidang kesehatan. Indikator dari anggaran ini yaitu
adanya alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan kapasitas sumber daya
manusia di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
Indikator dari alokasi ini yaitu adanya alokasi anggaran untuk penguatan
kelembagaan bidang kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas layanan kesehatan, memperkuat tenaga kerja di sektor kesehatan, dan
memberdayakan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan
masyarakat. Adapun program pelembagaan gender yaitu program peningkatan
kapasitas sumber daya dan pemberdayaan manusia bidang kesehatan dapat
dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.9

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan

No. Nama Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
1. | Program Peningkatan Kapasitas 4.917.828.000
Sumber Daya Manusia Bidang
Kesehatan
2. | Program Pemberdayaan Masyarakat 126.619.000
Bidang Kesehatan
Total Anggaran 5.044.447.000

Sumber: APBD dan DPA Dinkes Luwu Timur, tahun 2023.

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan anggaran

sebanyak Rp 5.044.447.000 untuk 1 pos kegiatan Pelembagaan Gender.
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Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan
masyarakat Bidang Kesehatan berperan penting meningkatkan kualitas
layanan kesehatan, memperkuat tenaga kerja di sektor kesehatan, dan
memberdayakan masyarakat dalam wupaya meningkatkan kesehatan
masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan wawancara informan. Berikut kutipan
wawancaranya:
“Kalau program yang bersumber daya manusia memang ada seperti
perencanaan dan distribusi pemerataan SDM kesehatan (seperti adanya
puskesmas pembantu di setiap desa) dan pengembangan mutu dan
peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan untuk memperkuat
tenaga kesehatan . Perlunya pelembagaan yang kuat agar SDM bidang
kesehatan merata sehingga masyarakat secara menyeluruh bisa

merasakan manfaatnya.” (Wawancara bersama, NS. Pada 11 Januari
2024) .

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa program
ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan,
memperkuat tenaga kesehatan seperti adanya SDM bidang kesehatan dan
memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan
kesehatan secara keseluruhan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas dan kapasitas tenaga kesehatan serta memberdayakan masyarakat
dalam pengelolaan kesehatan secara menyeluruh. Pemberdayaan masyarakat
di bidang kesehatan sebagai meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,
termasuk peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan
kompetensi tenaga kesehatan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga bisa
memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu
serta kelompok masyarakat, sehingga dapat mengambil kendali atas faktor-

faktor yang memengaruhi kesehatan masyarakat.
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Pada sub bagian ini sejalan dengan pertanyaan yang diajukan peneliti
yaitu bagaimana bentuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia dan Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan di jalankan dengan
melihat fakta lapangan yaitu adanya pengembangan mutu dan kompetensi
kesehatan yang ditandai dengan adanya perjalanan operasional untuk
menghadiri kegiatan yang dilakukan Kemenkes dari tingkat daerah provinsi
dalam meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan seperti pemerataan SDM kesehatan dapat dilihat dari fakta lapangan
adanya tenaga kesehatan di setiap desa sebagai tindakan utama masyarakat

dalam memperoleh akses kesehatan terutama pada ibu hamil.

C. Pembahasan Penelitian

Dalam bagian ini, terdapat penjelasan antara hasil penelitian yang
ditemukan dengan teori yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Penelitian
ini sejalan dengan penerapan metode analisis kualitatif deskriptif yang digunakan
untuk menganalisis data yang diperoleh melalui hasil observasi, analisis dokumen,
wawancara, dan dokumentasi. Identifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian
temuan dengan tujuan penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa di Dinas
Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah menerapkan program kegiatan yang
berbasis gender. Namun pada penyusunan anggaran oleh penyusunan anggaran
tidak ada perbedaan antara anggaran untuk perempuan dan laki-laki, tetapi untuk
kelompok khusus memang ada program tersendiri yang disediakan. Dalam
kebijakan anggaran semua program yang dijalankan hanya mengikuti standar

pelayanan masyarakat yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kesehatan
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Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian yang sama ditemukan pada (Khaerah &
Mutiarin, 2016) dalam wawancaranya bersama Sub bagian perencanaan Dinas
Kesehatan Kota Makassar “saat tim penyusun anggaran menyusun anggaran, tidak
ada perbedaan dalam alokasi dana berdasarkan jenis kelamin. Anggaran tidak
secara khusus dialokasikan untuk laki-laki atau perempuan. Namun, untuk
kelompok tertentu, ada program khusus, seperti program kesehatan untuk kelompok
rentan. Proses penyusunan anggaran didasarkan pada standar pelayanan minimal
(SPM) sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Dari hasil temuan di atas dapat
dikatakan dalam penyusunan anggaran tidak ada perbedaan anggaran antara
perempuan dan laki-laki, dari pernyataan tersebut peneliti kembali menganalisis
bahwa untuk kelompok khusus memang ada anggaran yang disediakan karena
mengingat adanya kebutuhan kelompok gender yang berbeda. Tidak adanya
perbedaan anggaran dalam penyusunan anggaran adalah salah satu bentuk bahwa

adanya kebutuhan yang sama yang sama antara perempuan dan laki-laki.

Dalam pelaksanaan PUG Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah
melibatkan perangkat daerah yang terdiri sari 39 OPD untuk menggunakan PPRG
dalam menyusun program atau kegiatan yang responsif gender dengan berbagai
kebijakan peraturan daerah dan surat keputusan Bupati yang responsif gender

dalam percepatan pelaksanaan PUG salah satunya di Dinas Kesehatan.
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Dalam melakukan analisis anggaran responsif gender dilakukan atas tiga
kategori anggaran responsif gender seperti teori yang dikembangkan oleh

Budlender (2002: 53-54). Tiga kategori belanja tersebut adalah:

1. Anggaran Kebutuhan Spesifik Gender
Hasil analisis peneliti menemukan ada dua program yang memperhatikan

anggaran kebutuhan spesifik gender dengan enam pos kegiatan yang dijalankan

oleh Dinas Kesehatan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.10
Anggaran Program Kebutuhan Spesifik Gender
No. Sub Indikator Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
1. | Program 1. Pelayanan 363.609.500
Peningkatan Kesehatan Ibu
Pelayanan Hamil
Kesehatan Ibu, 2. Pelayanan 5. 333.622.000
Anak, dan Usia Kesehatan Ibu
Lanjut. Bersalin
3. Pelayanan 72.630.000
Kesehatan Usia
Pendidikan Dasar
4. Pelayanan 160.267.500
Kesehatan Pada
Usia Lanjut
2. | Program 1. Pelayanan 159.511.000
Peningkatan Kesehatan Bayi
Pelayanan Kesehatan Baru Lahir
Bayi Baru Lahir dan |2. Pelayanan 150.823.000
Balita Kesehatan Balita
Total Anggaran 6.240.463.000

Sumber: Diolah oleh penulis dari APBD dan DPA Dinkes, tahun 2023

Tabel di atas menyajikan jumlah program kebutuhan yang spesifik
gender dengan total anggaran Rp 6.240.463.000. Namun pada program ini

peneliti menemukan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan
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lebih spesifik kepada kelompok Ibu, anak dan lansia, peneliti tidak menemukan
program yang spesifik untuk kebutuhan laki-laki. Pada tabel 4.10 dapat dilihat
pada pelayanan kesehatan ibu menunjukkan anggaran yang lebih besar dari
pada anggaran lainnya. Temuan peneliti di atas sejalan dengan teori yang telah
dikembangkan oleh (Budlender et al., 2002) yang mengatakan bahwa
perempuan mempunyai kebutuhan yang lebih besar dibandingkan laki- laki

terutama dalam hal kesehatan reproduksi.

. Anggaran Untuk Kesetaraan Gender

Hasil analisis peneliti menemukan ada empat program yang
memperhatikan anggaran kesetaraan gender dengan empat pos kegiatan yang

dijalankan oleh Dinas Kesehatan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.11
Anggaran Program Kesetaraan Gender
No. Sub Indikator Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
1. | Program Kesehatan |1. Pelayanan
Lingkungan Kesehatan 190.668.000
Lingkungan
2. | Program  Promosi |2. Pelayanan Promosi 171.561.000
Kesehatan dan Kesehatan dan
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
3. | Program Kesehatan |3. Pelayanan 253.126.435
Gizi Masyarakat Kesehatan Gizi
Masyarakat
4. | Program Pencegahan |4. Pelayanan 339.912.000
dan Penanggulangan Kesehatan
Penyakit Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Total Anggaran 995.267.435

Sumber: Diolah oleh penulis dari APBD dan DPA Dinkes, tahun 2023
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Tabel di atas menyajikan jumlah program untuk kesetaraan gender
dengan total anggaran Rp 995.267.435. Pada program ini anggaran yang
dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan diharapkan dapat memenuhi berbagai
kebutuhan perempuan dan laki-laki. Temuan peneliti di atas sejalan dengan
teori yang telah dikembangkan oleh (Budlender et al., 2002) mengingat bahwa
perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan yang sama dalam memperoleh

akses dan manfaat dibidang kesehatan.

. Anggaran Pelembagaan Gender

Hasil analisis peneliti menemukan ada satu program yang

memperhatikan anggaran pelembagaan gender dengan dua kegiatan yang

dijalankan oleh Dinas Kesehatan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.12
Anggaran Program Pelembagaan Gender
No. Sub Indikator Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
1. | Program . Peningkatan
Peningkatan Kapasitas Sumber 4.917.828.000
Kapasitas Sumber Daya Manusia
Daya Manusia Bidang Kesehatan
Bidang Kesehatan . Pemberdayaan
dan Pemberdayaan Masyarakat 126.619.000
Masyarakat Bidang Bidang Kesehatan
Kesehatan
Total Anggaran 5.044.447.000

Sumber: Diolah oleh penulis dari APBD dan DPA Dinkes, tahun 2023

Tabel di atas menyajikan jumlah program untuk pelembagaan gender
dengan total anggaran Rp 5.044.447.000. Pada program ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesehatan

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Anggaran
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pelembagaan gender di bidang kesehatan bertujuan untuk menciptakan sistem
kesehatan yang responsif gender, mengatasi ketidaksetaraan dalam
memperoleh pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat
secara menyeluruh. . Temuan peneliti di atas sejalan dengan teori yang telah
dikembangkan oleh (Budlender et al., 2002) bahwa adanya anggaran untuk
penguatan kelembagaan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan
seperti meningkatkan - kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan
kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor kesehatan. dan
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan seperti memberikan pengetahuan,
keterampilan, dan sumber daya kepada individu dan kelompok masyarakat
sehingga mereka dapat mengambil kontrol atas faktor-faktor yang

memengaruhi kesehatan mereka.

Anggaran responsif gender bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-
laki dan perempuan, tetapi merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu
gender ke dalam proses penganggaran. Tujuan dari anggaran responsif gender
adalah menerjemahkan komitmen pemerintah dalam mencapai kesetaraan
gender. Dalam konteks alokasi anggaran Dinas Kesehatan, hal ini
mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pembangunan
kesehatan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat. Pada tahun anggaran
2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur memperoleh alokasi anggaran
sebanyak Rp 224.079.180.557. Dari Anggaran Rp 224.079.180.557 peneliti
menemukan anggaran sebanyak Rp 12.280.177.435 yang termasuk dalam

kategori anggaran responsif gender. Peneliti telah mengkategorikan anggaran
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responsif gender di Dinas Kesehatan sesuai dengan teori yang digunakan pada

penelitian ini. Berikut tabelnya.

Tabel 4.13

Pengkategorian Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Dinas

Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2023

Kategori
ﬁ:sf’;ia;s; Total Kegiatan oz g{r;g)garan Presentase
Gender

Spesifik gender 6 6.240.463.000 2,78%
Kesetaraan 4 995.267.435 0,44%
gender
Pelembagaan ) 5.044.447.000 2,25%
gender
Jumlah 12 12.280.177.435 5,48%

Sumber: Diolah oleh penulis dari APBD dan DPA Dinkes, tahun 2023

APBD tahun 2023 Dinas Kesehatan menunjukkan anggaran senilai Rp
6.240.463.000 untuk anggaran spesifik gender dengan presentase 2,78%
kemudian anggaran senilai Rp 995.267.435 untuk anggaran kesetaraan gender
dan anggaran senilai Rp 5.044.447.000 dengan presentase 2,25%. Anggaran di
atas masih menunjukkan presentase yang kecil, namun sejauh ini peneliti
belum menemukan data yang pasti mengenai presentase anggaran yang
responsif gender. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah
mencerminkan anggaran yang responsif gender dalam program kesehatan yang
dijalankan. Bila dipersentasekan dari total anggaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Luwu Timur yang terintegrasi anggaran responsif gender, data

disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.
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Grafik 4.3

Presentase Total Anggaran Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023
yang Terintegrasi Anggaran Responsif Gender

Persentase Total Anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 yang
Terintegrasi Anggaran Responsif Gender

y |

41,10%
50,80%

4

8,10% _~

= Spesifik gender = Kesetaraan gender = Pelembagaan gender

Sumber: Diolah oleh penulis dari APBD dan DPA Dinkes, tahun 2023

Pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023
terdapat alokasi anggaran untuk spesifik gender. Namun pada tabel 4.11
menunjukkan presentase 2,78% dari APBD atau sebesar 50,80% dari total
anggaran responsif gender. Meskipun Dinas Kesehatan telah menunjukkan
fakta bahwa anggaran untuk kebutuhan spesifik gender telah mencerminkan
anggaran yang responsif gender. Pada anggaran kesetaraan gender
menunjukkan presentase 0,44% dari APBD atau sebesar 8,10% dari total
anggaran responsif gender hal ini menunjukkan bahwa pada anggaran ini masih
sangat rendah dan untuk anggaran pelembagaan gender menunjukkan
presentase 2,25% dari APBD atau sebesar 41,10% dari total anggaran responsif

gender.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis dokumen yang peneliti lakukan

mengenai analisis anggaran responsif gender di Dinas Kesehatan Kabupaten

Luwu Timur dengan menglasifikasikan program kegiatan yang dijalankan oleh

Dinas Kesehatan terdapat tiga indikator utama dari teori yang dikembangkan

untuk bidang kesehatan, yaitu anggaran untuk kebutuhan spesifik gender,

anggaran untuk kesetaraan gender, dan anggaran pelembagaan gender.

Berdasarkan analisis peneliti menyimpulkan bahwa:

)|

Anggaran untuk kebutuhan spesifik gender pada anggaran di Dinas
Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan anggaran sebesar
Rp 6.240.463.000 dengan enam pos kegiatan yaitu pelayanan kesehatan
ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan usia
pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan,
kesehatan bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan balita.

Anggaran untuk kesetaraan gender pada anggaran di Dinas Kesehatan
menunjukkan anggaran sebesar Rp 995.267.435 dengan empat pos
kegiatan yaitu pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan gizi

masyarakat, pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.

. Anggaran pelembagaan gender pada anggaran ini Dinas Kesehatan

Kabupaten Luwu Timur menunjukkan anggaran Rp 5.044.447.000 dengan

78
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2 pos kegiatan yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Pentingnya anggaran responsif gender diperhitungkan dalam konteks

pengeluaran pemerintah sebagai alat penunjang keberhasilan pelaksanaan

Pengarusutamaan gender di Kabupaten Luwu Timur.

. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai analisis

anggaran responsif gender dalam kebijakan alokasi anggaran di dinas

kesehatan kabupaten Luwu timur tahun 2023 diharapkan:

i |

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat menyusun
Gender Budget Statemen yang merupakan dokumen yang berisi keadilan
dan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran program
kesehatan di Dinas kesehatan.

Perlunya Analisis Gender dalam perencanaan program kesehatan di Dinas
Kesehatan.

Perlunya data terpilah anggaran pada program pencegahan dan
penanggulangan penyakit untuk mengetahui berapa jumlah anggaran pada
pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.

Pentingnya anggaran program pencegahan kesehatan remaja dimasukkan
ke dalam Standar Pelayanan Masyarakat agar mengedukasi remaja untuk
menghindari risiko dan masalah kesehatan yang akan mempengaruhi masa

depan.
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